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ABSTRAK

Kebijakan fiskal dalam Tslam telah diterapkan secara sistematis sejak masa Rasulullah SAW sebagai instrumen penting dalam
mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa tersebut, kebijakan fiskal dibangun atas prinsip
keadilan (al-‘adD), kemaslahatan umum (al-maslahah), dan keseimbangan (al-tawazun), serta diimplementasikan melalui
berbagai instrumen seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay’, dan ghanimah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi
sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi yang
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis
literatur klasik dan kontemporer yang didukung oleh data lapangan berupa wawancara mendalam dengan pengurus Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Fokus kajian diarahkan pada relevansi kebijakan fiskal yang
diterapkan pada masa Rasulullah SAW dengan praktik kebijakan fiskal modern, khususnya dalam pengelolaan zakat. Hasil
penelitian menunjukkan adanya kesinambungan nilai yang kuat antara kebijakan fiskal Islam klasik dan praktik pengelolaan
zakat modern di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini tercermin dalam mekanisme pengumpulan zakat berbasis
kesadaran, pendistribusian yang memprioritaskan kebutuhan mustahik, serta sistem pengawasan yang menekankan
transparansi dan akuntabilitas. Implementasi zakat produktif dengan alokasi 70% untuk sektor produktif dan 30% untuk
sektor konsumtif mencerminkan orientasi pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan tujuan syariat Islam (magashid
syariah). Meskipun demikian, perbedaan karakter antara landasan moral-spiritual kebijakan fiskal Islam dan sifat legal-formal
sistem fiskal modern menimbulkan tantangan tersendiri, sehingga integrasi nilai-nilai fiskal Islam menjadi penting untuk
membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Rasulullah SAW, BAZNAS

ABSTRACT

Fiscal policy in Islam has been systematically implemented since the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) as an
important instrument for achieving social justice and public welfare. During that period, fiscal policy was founded on the
principles of justice (al-‘adl), public interest (al-maslahah), and balance (al-tawazun), and was implemented through various
instruments such as zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay’, and ghanimah. These instruments functioned not only as sources of state
revenue but also as mechanisms for wealth redistribution and economic stabilization oriented toward community
empowerment. This study employs a qualitative-descriptive approach through an analysis of classical and contemporary
literature, supported by field data obtained from in-depth interviews with administrators of the National Amil Zakat Agency
(BAZNAS) of South Tapanuli Regency. The focus of the study is on examining the relevance of the fiscal policy
implemented during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to modern fiscal policy practices, particularly
in zakat management. The findings indicate a strong continuity of values between classical Islamic fiscal policy and modern
zakat management practices at BAZNAS South Tapanuli. This is reflected in awareness-based zakat collection mechanisms,
distribution that prioritizes the needs of beneficiaries (mustahik), and supervisory systems that emphasize transparency and
accountability. The implementation of productive zakat, with an allocation of 70% for productive sectors and 30% for
consumptive purposes, reflects an economic empowerment orientation aligned with the objectives of Islamic law (maqgashid
al-shariah). Nevertheless, differences in character between the moral-spiritual foundation of Islamic fiscal policy and the
legal-formal nature of modern fiscal systems present challenges, making the integration of Tslamic fiscal values essential for
building a more just and sustainable economic system..
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PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian suatu
negara yang berfungsi untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran publik guna mencapai stabilitas
ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi modern, kebijakan
fiskal umumnya diwujudkan melalui mekanisme perpajakan dan belanja negara yang bersifat legal-
formal dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Nisa, Sari, Atmadi, Arkan, & Hidayat, 2023).
Namun, pendekatan tersebut sering kali menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan distribusi
pendapatan, kemiskinan struktural, serta lemahnya orientasi moral dalam pengelolaan keuangan publik.
Kondisi ini mendorong perlunya kajian alternatif yang menawarkan sistem fiskal yang tidak hanya
efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal sejak
masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW tidak hanya bertujuan untuk
mengumpulkan pendapatan negara, tetapi lebih menekankan pada prinsip keadilan (al-‘ad),
kemaslahatan umum (al-naslabah), dan pemerataan kesejahteraan (al-tawazun). Instrumen fiskal seperti
zakat, ushr, fay, kharaj, jizyah, dan ghanimah dikelola secara terstruktur dan diarahkan untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan stabilitas
ekonomi (Muchlis & Wahyudi, 2023). Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah
SAW dapat dipandang sebagai model fiskal yang berbasis nilai dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat.

Dalam konteks modern, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim
memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai fiskal Islam ke dalam sistem kebijakan fiskal
nasional, khususnya melalui pengelolaan zakat. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
sebagai lembaga resmi negara yang mengelola zakat menunjukkan adanya upaya institusionalisasi
instrumen fiskal Islam dalam kerangka hukum modern (Suharta, 2023). Zakat tidak hanya diposisikan
sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi
berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan
kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli
Selatan menjadi strategis dalam menyalurkan dana zakat secara efektif dan berkelanjutan. Penerapan
zakat produktif dengan proporsi alokasi yang lebih besar untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi
menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong
kemandirian mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif.

Meskipun literatur mengenai kebijakan fiskal Islam dan pengelolaan zakat sudah berkembang,
realitas lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara potensi zakat dan efektivitas implementasinya
dalam sistem fiskal modern. Data nasional menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia terus
meningkat selama tiga tahun terakhir dari Rp 27,4 triliun pada 2021 menjadi Rp 34,2 triliun pada 2023
namun tantangan dalam pendistribusian dan pemberdayaan mustahik tetap signifikan (Hamdiah, 2024).
Selain itu, studi empiris di tingkat lokal menyatakan bahwa pendistribusian zakat oleh lembaga resmi
seperti BAZNAS belum mampu meningkatkan ekonomi mustahik secara signifikan atau mengubah
penerima zakat menjadi produktif tanpa pendampingan yang memadai (T'anjung, Harahap, & Nasution,
2024).

Beberapa penelitian telah membahas peran zakat dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, tetapi
mayoritas bersifat kajian pustaka atau konseptual tanpa analisis empiris mendalam tentang
pengintegrasian prinsip fiskal Islam klasik ke dalam sistem fiskal modern kontemporer seperti
pengelolaan zakat produktif (Susanti, 2024). Temuan juga menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi
besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, namun realisasinya sering terhambat
oleh manajemen distribusi yang belum optimal, rendahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan
sumber daya (Rahmaniya, Fuadah, Sulalah, & Argantara, 2025).
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Selain itu, gap lain terlihat pada kurangnya studi yang secara komparatif menilai nilai-nilai moral
dan tujuan sosial dari kebijakan fiskal Rasulullah SAW terhadap praktik modern seperti yang terjadi di
BAZNAS Tapanuli Selatan terutama dalam konteks lokal dengan angka kemiskinan dan ketimpangan
yang masih tinggi (Izza, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut
dengan pendekatan empiris yang mengkaji integrasi prinsip fiskal Islam klasik ke dalam praktik
kebijakan fiskal modern, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat resmi dalam konteks lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris yang mengintegrasikan kebijakan fiskal
Islam pada masa Rasulullah SAW dengan praktik kebijakan fiskal modern berbasis zakat di tingkat
lokal, khususnya melalui studi kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau konseptual, penelitian ini menempatkan zakat tidak
hanya sebagai instrumen ibadah dan ekonomi, tetapi sebagai instrumen fiskal bernilai moral-spiritual
yang dioperasionalkan dalam sistem legal-formal modern. Selain itu, penelitian ini menggunakan
perspektif maqashid syariah untuk menganalisis implementasi zakat produktif sebagai upaya
pemberdayaan mustahik, sehingga menghasilkan kontribusi konseptual-praktis berupa model integrasi
nilai fiskal Islam klasik ke dalam tata kelola fiskal modern di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara
mendalam kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta relevansinya dengan kebijakan fiskal
modern melalui studi kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ekonomi Islam, sekaligus menawarkan
perspektif praktis bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisis fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna, nilai, dan konteksnya. Pendekatan
kualitatif menekankan pemahaman holistik terhadap objek penelitian, bukan pada pengukuran statistik,
tetapi pada interpretasi data yang bersumber dari realitas sosial dan dokumen (Setyawan, 2025). Studi
kasus digunakan ketika penelitian berfokus pada satu unit analisis tertentu secara mendalam dan
kontekstual, sehingga mampu menjelaskan hubungan antara teori dan praktik kebijakan.

Dalam kajian ekonomi Islam, pendekatan kualitatif relevan untuk menganalisis kebijakan fiskal
karena kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai normatif seperti
keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Oleh karena itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti
mengkaji kesesuaian antara prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW dengan praktik fiskal modern
secara komprehensif (Faisal, Hartini, Kusumastuti, Nurhayati, & Rahayu, 2024).

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus pada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan
data sekunder untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan fiskal Islam
dalam konteks modern.

1. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ketua dan Sekretaris
BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengenai mekanisme pengumpulan, distribusi, dan
pengawasan zakat.

2. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, literatur fikih ekonomi Islam, jurnal ilmiah,
laporan resmi BAZNAS, serta data Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka.
Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki validitas
dan kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW
Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem pemerintahan Islam awal yang dibangun di Madinah. Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal
tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara,
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melainkan sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan
stabilitas kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan paradigma fiskal modern yang sering
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan fiskal
Rasulullah SAW dibangun di atas fondasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari
ajaran Islam (R. R. Akbar, Oktafiani, Ayu, Hidayat, & Rahmah, 2024).

Secara konseptual, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW berlandaskan pada prinsip
keadilan (al-‘adD), kemaslahatan umum (al-maslahah), dan keseimbangan (al-tawazun). Prinsip
keadilan menuntut agar setiap kebijakan fiskal tidak menimbulkan penindasan, eksploitasi, maupun
ketimpangan sosial. Negara tidak dibenarkan menarik pungutan yang memberatkan masyarakat,
khususnya kelompok lemah. Prinsip kemaslahatan mengarahkan seluruh kebijakan fiskal agar
berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan umat secara luas, bukan pada kepentingan
elite atau kelompok tertentu. Sementara itu, prinsip keseimbangan menekankan pentingnya
harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara dimensi material dan
spiritual dalam kehidupan ekonomi (Sakirah et al., 2022).

Kebijakan fiskal Rasulullah SAW juga bersifat integral dengan tujuan syariat Islam (maqashid
al-shariah), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan keuangan
negara tidak dipisahkan dari upaya menjaga martabat manusia dan menjamin terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW tidak
sekadar berfungsi sebagai alat administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen etis yang
mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat menuju keadilan dan solidaritas sosial (Aminuddin,
2025).

Dalam implementasinya, Rasulullah SAW membentuk Baitul Mal sebagai lembaga pengelola
keuangan negara. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi dana publik yang
berasal dari berbagai instrumen fiskal. Keberadaan Baitul Mal menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan publik telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis, meskipun dalam konteks
masyarakat yang relatif sederhana. Namun demikian, kesederhanaan struktur tersebut tidak
mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi (Hasibuan,
Alfahrezi, Zein, & Sianifar, 2024).

Instrumen fiskal yang digunakan pada masa Rasulullah SAW meliputi zakat, kharaj, jizyah,
fay’, ghanimah, dan ushr. Setiap instrumen memiliki karakteristik, sumber penerimaan, dan tujuan
distribusi yang berbeda, namun keseluruhannya diarahkan untuk menopang kesejahteraan
masyarakat dan stabilitas negara. Zakat merupakan instrumen fiskal utama yang memiliki dimensi
ibadah sekaligus sosial-ekonomi, serta menjadi pilar utama redistribusi kekayaan dalam masyarakat
Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Oktaviana & Harahap, 2020) pada QS. At-Taubah:
60:

G Al ALl )5 0 Jiie ¢85 (i pall 5 DB 35 26518 481541 5 gile (iland) 5 (Sl 5 o il Eanall L)
@ #Sa ke A5

Artinya: Sesunggihnya zakat itu hanyalah untuk arangarang fakir, aangarang miskin, para amil zakat,
aangaang yang dilunakkan hatinya (nmualaf), untuk (memerddakan) para hana sahaya, untuk (marbdaskan)
aangaang yang bautang untuk jalan Allah dan untuk aangarang yang seang dalam pajalaman (yang
mamalukan patdangin), schagni kemajiban dari A llah. A llah Maha Mengtahui lag Mahabijaksama.

Zakat pada masa Rasulullah SAW tidak dipahami semata-mata sebagai bantuan konsumtif,
tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Penarikan zakat dilakukan
secara adil dan proporsional, sementara pendistribusiannya diarahkan untuk mengangkat martabat
kaum fakir dan miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dengan demikian,
zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan
mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (F. M. A. Akbar, Amelia, & Rodoni,
2023).

Selain zakat, instrumen kharaj berperan penting dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW,
khususnya dalam konteks pengelolaan tanah produktif. Kharaj dikenakan atas tanah yang dikuasai
negara dan dikelola oleh masyarakat, dengan tujuan mendukung pembiayaan publik tanpa
menimbulkan ketidakadilan. Penerapan kharaj menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya
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optimalisasi sumber daya alam untuk kepentingan bersama, sekaligus menjaga hak-hak individu yang
mengelola tanah tersebut (Khalida, 2023).

Instrumen jizyah diterapkan kepada non-Muslim yang berada dalam perlindungan negara
Islam. Jizyah tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai kontribusi sosial
sebagai imbalan atas perlindungan keamanan, kebebasan beragama, dan pelayanan publik yang
diberikan oleh negara. Dalam praktiknya, jizyah diterapkan dengan prinsip keadilan dan disesuaikan
dengan kemampuan ekonomi individu yang bersangkutan (Nantian, Putri, Nadyanti, Arshanda, &
Hidayati, 2025).

Instrumen fiskal lain seperti fay dan ghanimah juga memiliki peran signifikan dalam
menopang keuangan negara. Pengelolaan kedua instrumen ini dilakukan dengan prinsip keadilan dan
transparansi, di mana sebagian besar hasilnya dialokasikan untuk kepentingan umat, termasuk fakir
miskin, anak yatim, dan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah
SAW memiliki orientasi distribusi yang kuat, bukan sekadar akumulasi kekayaan negara (Setiady;,
2023).

Ushr sebagai pungutan atas hasil pertanian mencerminkan prinsip keseimbangan dalam
kebijakan fiskal Rasulullah SAW. Penetapannya mempertimbangkan tingkat kesuburan lahan dan
metode pengairan, sehingga tidak memberatkan petani. Pendekatan ini menunjukkan adanya
sensitivitas sosial dan ekonomi dalam penetapan kebijakan fiskal, yang berbeda dengan sistem fiskal
modern yang cenderung seragam dan kaku (Nawawi, Suprapto, & Malik, 2024).

Salah satu karakter utama kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW adalah orientasi
distribusi yang cepat dan tepat sasaran. Dana yang terkumpul di Baitul Mal tidak dibiarkan
menumpuk, tetapi segera disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Praktik ini
mencerminkan responsivitas negara terhadap persoalan sosial masyarakat melalui kebijakan fiskal
yang berbasis nilai keadilan dan empati sosial (Alfian, 2023).

Dengan demikian, analisis teoretis terhadap kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW
menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam awal memiliki karakter komprehensif, humanis, dan
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Model ini relevan sebagai landasan normatif untuk
menganalisis praktik kebijakan fiskal modern, khususnya pengelolaan zakat oleh BAZNAS
Kabupaten Tapanuli Selatan, yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

B. Praktik Kebijakan Fiskal Modern di BAZN AS Tapanuli Selatan

Praktik kebijakan fiskal modern dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari peran
lembaga zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penopang kesejahteraan sosial. Di
Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi
negara yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks lokal,
BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana nilai-
nilai kebijakan fiskal Islam diterapkan dalam kerangka sistem fiskal modern yang bercorak legal-
formal dan birokratis.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli
Selatan, Jon Sujani Pasaribu, praktik kebijakan fiskal zakat di wilayah ini masih sangat dipengaruhi
oleh pendekatan normatif-religius. Penghimpunan zakat tidak dilakukan melalui mekanisme
pemaksaan seperti halnya pajak, melainkan melalui strategi persuasif yang menekankan kesadaran
individu sebagai muzakki. Ia menyatakan bahwa

“Pendkkatan pasamal kepada muzakki masih majadi strateg utanm dalam neningkatkan kesadaran

bazakat, karema zakat pach dasarnya achlah ibadah yang tunbuh dari kesacaran, bukan paksaan”

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal zakat di BAZNAS tidak hanya berorientasi
pada aspek penerimaan dana, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual
masyarakat. Lebih lanjut, Jon Sujani Pasaribu menjelaskan bahwa proses edukasi dan sosialisasi zakat
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penghimpunan. Sosialisasi dilakukan melalui
masjid, tokoh agama, dan kegiatan keagamaan masyarakat. Menurutnya,

“Kami taus ndakukan swsialisasi agar masyarakat mamahami bahwa zakat bukan sdkadar kemajiban

pasamal, tetapi memiliki danpak sasial yangluas untuk pengntasan kamiskinan”
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Strategi ini menunjukkan bahwa BAZNAS berperan tidak hanya sebagai pengelola dana, tetapi
juga sebagai agen edukasi fiskal Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, praktik
penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan masih menghadapi sejumlah
tantangan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah persepsi masyarakat yang belum
sepenuhnya memahami fungsi kelembagaan zakat. Jon Sujani Pasaribu mengungkapkan bahwa

“Masih ach masyarakat yang lébih memilih manyalurkan zakat seara langung kepach mustahik karema

nmaasa itu lebih sah atau ldoih egpat sanyai”

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep zakat sebagai instrumen fiskal
terorganisir dengan praktik zakat tradisional yang bersifat individual dan sporadis. Dari sudut
pandang kebijakan fiskal, kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya potensi zakat sebagai
sumber dana publik umat. Ketua BAZNAS juga menegaskan bahwa

“Paeansi zakat di Tapanuli Sdatan atkup besar, tetapi realisasi penghimpunannya bdum maksinal karena

fakta kesadaran dan dkanami masyarakat”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal zakat di tingkat lokal sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan tingkat literasi keagamaan masyarakat. Pada aspek
pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya menerapkan prinsip keadilan dan
kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam kebijakan fiskal Islam klasik. Pendistribusian zakat
tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan pada
penguatan ekonomi jangka panjang. Dalam wawancaranya, Jon Sujani Pasaribu menyatakan bahwa

“Kami bausaha agar zakat tidak habis untuk kdoutuhan sesaat, tetapi bisa mambantu mustahik menjadi

lebih mandiri”

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat
produktif. Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diwujudkan
dalam bentuk bantuan modal usaha, dukungan sarana produksi, serta program ekonomi berbasis
pemberdayaan. Ketua BAZNAS menambahkan bahwa

“Zakat praduktif kami salurkan kepaca nustahik yang mamiliki usaha kedl atau paasi usaha, meskipun

pandanpingain nasih manjadi tantangan karaa ketahatasan tenaga dan anggaran”

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun orientasi kebijakan fiskal zakat sudah selaras
dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, implementasinya masih menghadapi kendala teknis. Selain
itu, kebijakan distribusi zakat juga mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Jon
Sujani Pasaribu menjelaskan bahwa

“Kami mendahulukan nustahik yang benar-benar manbutuhkan dan sesuai dengan ddapan asnaf, agar

zakat tepat sasaran”

Penekanan pada ketepatan sasaran ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara
kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW dengan praktik zakat modern, khususnya dalam hal keadilan
distributif. Dalam konteks tata kelola, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari kebijakan fiskal modern. Hal ini penting untuk
menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Ketua BAZNAS menegaskan bahwa

“Keparayaan masyarakat sangit bagantung pach transparansi, schingt kami barupaya menyampaikan

laparan pengddaan zakat seara tabuka dan ssuai regilasi”.

Prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan nilai amanah yang menjadi fondasi kebijakan fiskal
Islam. Namun demikian, Jon Sujani Pasaribu juga mengakui bahwa sistem fiskal modern memiliki
karakter yang berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Ia menyatakan bahwa:

“Sistem sckarang Iebih banyak diatur deh regilasi dan administrasi, sementara pach nasa Rasulullah nilai

nral dan kedadaman paminpin sangat daminan”.
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Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran karakter dari sistem fiskal yang berbasis
keteladanan moral menuju sistem yang berbasis hukum dan prosedur formal. Meskipun demikian,
praktik kebijakan fiskal di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berupaya menjaga
keseimbangan antara tuntutan administratif modern dan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat dari upaya
lembaga untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial, bukan sekadar kewajiban
administratif. Dalam pandangan Ketua BAZNAS:

“Zakat harus majadi sdusi sasial, bukan hanya kewajiban yang gigr sdah dibayar”

Temuan wawancara menunjukkan bahwa praktik kebijakan fiskal modern di BAZNAS
Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan fiskal pada masa
Rasulullah SAW, terutama dalam hal nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan umat.
Meskipun beroperasi dalam sistem legal-formal modern, BAZNAS tetap menjadikan nilai-nilai etis
dan spiritual sebagai landasan kebijakan fiskalnya. Tantangan utama yang dihadapi terletak pada
optimalisasi penghimpunan, penguatan pendampingan zakat produktif, serta peningkatan literasi
zakat masyarakat.

Dengan demikian, praktik kebijakan fiskal zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai fiskal Islam klasik ke dalam konteks sistem fiskal
modern. Adaptasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak hanya relevan secara historis,
tetapi juga aplikatif dan kontekstual dalam menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat
kontemporer.

C. Relevansi Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW dengan Praktik BAZN AS

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial,
pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip-prinsip fiskal Islam
yang diterapkan pada masa tersebut bersifat normatif sekaligus aplikatif, sehingga memungkinkan
untuk dikontekstualisasikan dalam praktik fiskal modern. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan
zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi
institusional dari kebijakan fiskal Islam klasik ke dalam sistem pemerintahan kontemporer (Aisy &
Aziz, 2024).

Relevansi antara kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan praktik BAZNAS Kabupaten Tapanuli
Selatan dapat dilihat dari kesamaan orientasi nilai, tujuan kebijakan, serta pola distribusi dana publik.
Meskipun BAZNAS beroperasi dalam kerangka hukum negara modern yang bersifat legal-formal,
nilai-nilai dasar kebijakan fiskal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan tetap
menjadi landasan utama dalam perumusan dan implementasi program zakat. Hal ini menunjukkan
bahwa perbedaan konteks historis dan kelembagaan tidak menghilangkan substansi nilai fiskal Islam
yang bersifat universal (Pernanda, Rahmah, Gusrienti, & Ufairah, 2025).

Untuk memperjelas bentuk relevansi tersebut, perbandingan antara kebijakan fiskal pada masa
Rasulullah SAW dan praktik BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. Relevansi Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah SAW dengan Praktik BAZN AS
Kabupaten Tapanuli Selatan

Aspek Analisis Kebijakan Fiskal Praktik di Bentuk Relevansi
Masa Rasulullah BAZNAS
SAW Tapanuli Selatan
Landasan nilai Berbasis keadilan dan ~ Zakat dikelola Kesinambungan
kemaslahatan umat untuk nilai normatif
kesejahteraan
mustahik
Instrumen fiskal Zakat sebagai Zakat sebagai dana  Adaptasi instrumen
instrumen utama sosial-ekonomi Klasik
distribusi
Pendekatan Moral, keteladanan, Sosialisasi dan Kesamaan
penghimpunan dan persuasif pendekatan pendekatan non-
personal paksaan
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Pola distribusi Prioritas kelompok Fokus fakir miskin ~ Keselarasan

lemah dan program orientasi sosial
produktif
Tujuan kebijakan  Keadilan dan stabilitas ~ Pengentasan Relevansi tujuan
sosial kemiskinan dan fiskal
pemberdayaan
Tata kelola Amanah dan tanggung  Transparansi dan ~ Transformasi nilai
jawab moral akuntabilitas ke sistem modern
lembaga

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS
Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kesinambungan yang kuat dengan kebijakan fiskal pada masa
Rasulullah SAW, khususnya dalam hal orientasi distribusi dan tujuan sosial. Zakat tidak diposisikan
semata sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang
diarahkan untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan praktik fiskal
Rasulullah SAW yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan
negara.

Selain itu, aspek tata kelola menjadi titik relevansi penting antara kedua konteks tersebut.
Kebijakan fiskal Rasulullah SAW menekankan amanah dan tanggung jawab moral para pengelola
keuangan publik. Dalam praktik modern, nilai amanah ini diterjemahkan ke dalam prinsip
transparansi dan akuntabilitas kelembagaan yang dijalankan oleh BAZNAS. Transformasi nilai moral
ke dalam mekanisme administratif modern menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam bersifat
adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi etiknya (Utami, Aristianti, Kholil,
Ardifta, & Hayati, 2025).

Dengan demikian, relevansi kebijakan fiskal Rasulullah SAW dengan praktik BAZNAS
Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada kesinambungan nilai, tujuan sosial, dan orientasi distribusi,
meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk kelembagaan dan mekanisme implementasi. Temuan ini
menegaskan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi dan tetap kontekstual
untuk menjawab tantangan fiskal modern, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.

D. Tantangan Kebijakan Fiskal Islam dalam Praktik BAZNAS
1. Tantangan Kebijakan Fiskal Islam dalam Praktik BAZNAS
a. Perbedaan Karakter Sistem Fiskal
Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal masa Rasulullah
SAW ke dalam praktik modern BAZNAS adalah perbedaan karakter sistem fiskal. K ebijakan
fiskal Rasulullah SAW berlandaskan pada nilai moral dan spiritual yang melekat kuat pada
kepemimpinan profetik, sedangkan sistem fiskal modern dijalankan dalam kerangka hukum
positif yang bersifat legal-formal. Perbedaan ini menyebabkan nilai-nilai etik Islam tidak
selalu terimplementasi secara optimal karena terikat pada prosedur birokrasi dan regulasi
administratif.
b. Optimalisasi Penghimpunan Zakat
Meskipun pendekatan persuasif dan sosialisasi telah dilakukan, tingkat kepatuhan
muzakki masih menjadi tantangan. Kesadaran berzakat belum sepenuhnya terbentuk sebagai
kesadaran kolektif, melainkan masih bersifat individual dan situasional. Kondisi ini
berdampak pada belum optimalnya potensi zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS,
terutama dari sektor non-formal dan kelompok ekonomi menengah ke atas (Mahadir &
Selian, 2025).
c. Efektivitas Zakat Produktif
Tantangan berikutnya terletak pada implementasi zakat produktif. Meskipun secara
konseptual zakat produktif sejalan dengan kebijakan fiskal Rasulullah SAW yang berorientasi
pada pemberdayaan, dalam praktiknya tidak semua mustahik memiliki kapasitas manajerial
dan keterampilan ekonomi yang memadai. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, zakat
produktif berpotensi kembali menjadi bantuan konsumtif dalam jangka panjang.
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d. Keterbatasan Sumber Daya Lembaga
BAZNAS di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan
infrastruktur pendukung. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas perencanaan program,
pengawasan distribusi zakat, serta evaluasi dampak kebijakan. Keterbatasan tersebut menjadi
hambatan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang sepenuhnya profesional dan
berkelanjutan.
e. Koordinasi dan Integrasi Kebijakan
Tantangan lain yang cukup signifikan adalah lemahnya koordinasi antara BAZNAS
dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga sosial.
Kurangnya integrasi kebijakan menyebabkan program zakat berjalan secara parsial dan
belum sepenuhnya terhubung dengan agenda pembangunan daerah, sehingga dampak
kebijakan fiskal Tslam belum terasa secara maksimal (Nuraini, Ahmadi, & Aziz, 2025).
2. Implikasi Kebijakan Fiskal Islam bagi Pengelolaan Zakat
a. Penguatan Nilai Etik dalam Kebijakan Fiskal Modern
Temuan penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan nilai moral dan
spiritual dalam kebijakan fiskal modern. Integrasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan
keseimbangan sebagaimana diterapkan pada masa Rasulullah SAW dapat menjadi fondasi
normatif dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih humanis dan berkeadilan.
b. Reorientasi Zakat sebagai Instrumen Fiskal Pembangunan
Zakat perlu diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai
instrumen fiskal yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan sosial-ekonomi.
Implikasi ini menuntut pergeseran paradigma dari distribusi zakat yang bersifat karitatif
menuju pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur (Hasan & Makki, 2025).
c. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
Nilai amanah dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW menuntut pengelolaan zakat yang
transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat sistem
pelaporan, pengawasan internal, dan evaluasi program agar kepercayaan publik terhadap
lembaga zakat semakin meningkat.
d. Pentingnya Pendampingan Mustahik
Implikasi lain dari kebijakan fiskal Islam adalah perlunya pendampingan yang
sistematis terhadap mustahik penerima zakat produktif. Pendampingan ini tidak hanya
bersifat teknis, tetapi juga mencakup pembinaan etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab,
sebagaimana nilai-nilai yang ditekankan dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW.
e. Integrasi Kebijakan Zakat dengan Pembangunan Daerah
Kebijakan fiskal Islam akan lebih efektif apabila terintegrasi dengan kebijakan
pembangunan daerah. Sinkronisasi program zakat dengan agenda pengentasan kemiskinan
dan pemberdayaan ekonomi lokal akan memperkuat peran BAZNAS sebagai mitra strategis
pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pujiyanti, Azizah, Hanita, &
Malik, 2025).
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